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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian penilitian sekripsi di atas maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa Partisipasi Masyaraka Kabupaten Lombok Timur  dalam mengawasi pemilu 

kepala Daerah (Pilkada 2018) selalu berupaya dalam menjalankan tugasnya dan 

fungsinya dengan maksimal untuk menciptakan pemilu yang berintegeritas. 

Masyarakat Kabupaten Lombok Timur  Khususnya Kecamatan Sakra Barat bekerja 

keras ikut terjun lasung/ Berpartisifasi  dalam politik . 

Undang-undang Nomer 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan 

Penyelenggaraan Pemilu mengamanatkan pemilu yang berintegritas,Jurdil dan Luber, 

kehadiran UU tersebut juga membuka kran Demokrasi yang lebih luas guna 

terpilihnya Kepala Daerah pilihan Rakyat secara lansung yang lebih pro rakyat dan 

Aspiratif sesuai dengan kehendak Rakyat 

Dari uraian diatas Ada beberapa hal penting yang penulis ambil sebagai 

kesimpulan dalam penulisan Skripsi ini: 

1. Untuk menciptakan pilkada yang berintegeritas Bawaslu dan Panwaslu 

Kabupaten Lombok Timur serta PPK dimasing-masing Kecamatan sangat 

harus konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagamana yang 

telah diatur oleh UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga dalam 

pelaksanaan pengawasan khususnya bagi Masyarakat Lombok Timur secara 

Umum dan Sakra Barat secara Khusus bersama semua lembaga terkait seperti 
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tokoh Agama, Adat, dan Pemuda memberikan sosialisasi langsung kepada 

Masyarakat, menyebar pamplet, mengadakan seminar dengan mengundang 

semua organisai kemahasiswaan dan mensosialisaikan ke semua kepala Desa 

serta tokoh agama dan adat supaya mendorong, dan memberikan kontrol 

kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam Pilkada Lombok Timur 2018. 

2. Meskipun Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, PPK telah berupaya 

mengimplementasikan tugas dan Fungsinya, khususnya dalam menjaga, 

mengawasi serta mendorong Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lombok 

Timur namun masih terdapat Masyarakat yang tidak Pro Aktif melaksanakan 

Pengawasan dan menggunakan Hak Politiknya. Bentuk keengganan 

Masyarakat tersebut adalah berupa komunitas Golongan Putih/ Golput, hal ini 

disebabkan karena masih minimnya  pemahaman masyarakat terhadap hak 

dan Kewajiban Politis mereka, penyebab utamanya adalah kurangnya 

Sosialisasi kepada mereka tentang pentingnya Partisipasi pengawasan 

masyarakat dalam Pilkada Lombok Timur atau Kecamatan Sakra Barat secara 

Khusus. 

5.2.Saran 

Penulis melalui hasil penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan 

dalam kesimpulan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran yang akan 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku hendknya 

disosialisasikan lebih optimal agar memberikan pencerahan yang lebih luas 
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dan peraturan perundang undangan tersebut ditindak lanjuti dengan sitematika 

pengkaderan yang berkelanjutan Khususnya bagi pemuda dengan harapan 

agar generasi penerus bangsa memiliki keadadaran dan Partisipasi yang lebih 

Optimal menyonsong Pilkada Berikutnya. Artinya Apabila Pilkada berjalan 

sesuai ketentuan yang berlaku dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 

tinggi. maka pemilihan Umum akan menjadi lebih baik dengan adanya 

Kesadaran  Kolektif  tersebut. Sehingga dapat mewujudkan Pemilihan Umum 

yang Berintergeritas jujur, adil, bersih dan menciptkan pesta demokrasi yang 

sesuai dengan cita-cita bangsa. 

b. Bawaslu, PPK dan Masyarakat  agar membangun Jaringan/ Network, 

Komunikatif/Konektifitas,serta Partisipasi yang lebih luas tanpa batasan 

waktu, Supaya Demokratisasi berjalan dengan baik, serta semua Hambatan 

dapat diselesaikan secara keseluruhan.  

c. Terhadap aparat penyelenggara Pemilu (PPS dan KPPS) agar memberikan 

Pemahaman tentang partisipasi yang lebih utuhdan sesuai dengan Peraturan 

undang-Undangan  yaitu UU Nomer 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pemiu dan Pilkada yang berlaku, sebagai upaya dalam mewujudkan kesadaran 

serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada 2018 Khususnya, dan 

Pilkada-pilkada yang akan datang. 

d. Kepada Masyarakat, Khususnya lembaga-lembaga Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum lainnya, terutama Badan Pengawas Pemilu/ Bawaslu, PPK 

dan Kepolisisan  agar memberikan Reward bagi masyarakat yang memilki 
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Partisipasi yang tinggi sebagai imbalan, meskipun bentuknya sederhana 

seperti Kaos, Piagam dan Lainnya. sebagai masyarakat teladan dalam 

Partisipasi dan pengawasan pada Piilkada di Lombok Timur yang akan 

datang. 

e.  Kedudukan tokoh agama, Masyarakat,  Pemuda dan lainnya pada Pilkada 

2018 di Kabupaten Lombok Timur, Selain sebagai Penyambung Lidah 

Pemerintah dan Penyelenggara Pilkada, harus diberikan Support atau sugesti 

agar berperan lebih optimal dalam Membangun Kesadaran Partisipasi 

Masyarakat dalam mengawasi Pilkada 2018 di lombok Timur khususnya 

Sakra Barat. 
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